
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 6TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,
Menimbang : a. BahwauntukmelaksanakanketentuanPasal311 ayat (1) Undang-

UndangNomor 23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
sebagaimanatelahdiubahPeraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
tentangPemerintahan Daerah,Kepala Daerah
mengajukanRancanganPeraturan Daerah
tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD)
kepadaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untukmemperolehpersetujuanbersama;

b. BahwaRancanganPeraturan Daerah
tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD) yang
diajukansebagaimanadimaksuddalamhuruf a,
merupakanperwujudandariRencanaKerjaPemerintah Daerah
Tahun 2015 yang dijabarkanKedalamKebijakanUmum APBD
sertaPrioritasdanPlafonAnggaranSementara yang
telahdisepakatibersamaantaraPemerintah Daerah Kota Sungai
Penuhdengan DPRD Kota Sungai Penuhpadatanggal 25Agustus
2014;

c. Bahwa
berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf a
danhuruf b, perlumenetapkanPeraturan Daerah
tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kota Sungai
PenuhTahunAnggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999   Nomor 75, Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor  5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



246);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

11. PeraturanPemerintahNomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

12. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor  150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011  tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;



20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentangPokok-
PokokPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sungai PenuhTahun 2010 Nomor 18);

DenganPersetujuanBersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

Dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1
AnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2015sebagaiberikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 624.441.582.455,00,-
2. Belanja Daerah Rp. 730.719.550.962,21,-

Surplus/(Defisit) Rp.(106.277.968.507,21,-)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 117.268.665.068,58,-
b. Pengeluaran Rp. 10.990.696.561,37,-
PembiayaanNetto Rp. 106.277.968.507,21,-
SisaLebihPembiayaanAnggarantahunberkenan : Rp. 000,00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 1 terdiridari :
a. PendapatanAsli Daerah Rp. 31.784.555.290,00,-
b. Dana Perimbangan Rp. 473.450.291.736,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 119.206.735.429,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis  pendapatan :
a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 5.348.000.000,00,-
b. Hasil Retribusi Daerah Rp.   3.882.873.000,00,-
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan Rp. 11.255.000.000,00.-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 11.298.682.290,00,-



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis  pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Rp. 63.116.092.736,00,-
b. Dana Alokasi Umum Rp.370.113.129.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 40.221.070.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah Rp.   6.500.000.000,00,-
b. Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Rp. 30.942.427,429,00,-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 73.764.308.000,00,-
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi &

Pemerintah Daerah lainnya Rp. 8.000.000.000,00,-

Pasal  3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 320.098.983.307,00,-
b. Belanja Langsung Rp. 410.620.567.655,21,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai Rp. 289.224.532.687,00,-
b. Belanja Subsidi Rp. 352.620.000,00,-
c. Belanja Hibah Rp. 10.540.000.000,00,-
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.183.500.000,00,-
e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 15.196.455.620,00,-
f. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.601.875.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis   belanja
a. Belanja Pegawai Rp.58.799.605.366,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 154.031.749.696,99,-
c. Belanja Modal Rp. 197.789.212.592,22,-

Pasal  4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Rp.117.268.665.068,58,-
b. Pengeluaran Rp. 10.990.696.561,37,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp. 117.268.665.068,58,-



b. Pencairan Dana Cadangan Rp.          000,00,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan Rp.          000,00,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp.          000,00,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp.          000,00,-
f. Penerimaan Piutang Rp.          000,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.    000,00,-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah

Daerah Rp.7.500.000.000,00,-
c. Pembayaran Pokok utang sejumlah Rp. 3.490.696.561,37,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.                  000,00,-

Pasal  5

Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer  dan sudah jelas
peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan
dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dengan cara :
a. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran

APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan; dan
c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah
menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan
kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :
a. Timbul seketika akibat perbuatan seseorang atau sekelompok manusia

sehingga menyebabkan korban jiwa dan/atau harta benda;
b. Terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat;
c. Berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
d. Tragedi yang tidak diharap terulang kembali.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1.  Lampiran I Ringkasan APBD;



2.  Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan  Daerah
Organisasi;

3.  Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.  Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

5.  Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

6.  Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun anggaran
ini;

12.Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2015
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
padatanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,



PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2014 NOMOR6


